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Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik

toko online yang membuka lapaknya pada market place , secara garis besar dapat

dituntut sesuai dengan undang-undang yang beggku

issmpulkan sebagai berikut:

1

N

w

Kewgjiban seorang wajib paak daam ha mendaftarkan diri guna
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) dapat dikatakan masih
sangat rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran diri telah
dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) yang
hanya dimiliki oleh 3 (tiga) pendiri toko online sgja.

Pemilik toko online sebagai wajib pajak orang pribadi secara merata telah
mel akukan proses pencatatan transaksi penjualan dengan baik atas toko online
yang dimilikinya dengan total 50 dan rata-rata sebesar 7,14 dari 10.
Pemenuhan kewajiban pemilik toko online sebagai wajib pajak orang pribadi
perihal melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dapat dikatakan
sangat rendah. Rendahnya pemenuhan kewajiban pembayaran pajak secara
tepat waktu dapat dibuktikan karena dari jumlah total pemilik toko online
dalam obyek penelitian kali ini hanya sebagian kecil pemilik toko online sgja
yang telah membayarkan pajaknya secara tepat waktu.

Pemenuhan kewajiban pemilik toko online sebagai wajib pgak mengenai sub

variabel pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secaratepat waktu juga dapat
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dikatakan sangat rendah dan berbanding lurus dengan pemenuhan kewajiban
dalam melakukan pembayaran pajak secaratepat waktu.

Peraturan perpajakan mengenai toko online atau online shop yang masih
dirancang dan belum dikeluarkan merupakan salah satu faktor yang sangat
berpengaruh dalam rendahnya kepatuhan pemilik toko online sebagai wajib
paak yang diharuskan membayar paak dikarenakan masih belum ada

peraturan perpajakan yang mengikat pemilik toko online tersebut.

Saran

Berdasarkan periha peningkatan dan pengembangan kepatuhan pemilik toko
online pada bidang perpajakan yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan
saran sebagai berikut:

Sosialisas mengenai kepatuhan perpajakan terhadap pemilik toko online
dengan harapan semakin ditingkatkan lagi dan dengan bantuan pemerintah pada
kantor pajak. Pemerintah atau petugas pajak dapat mengadakan seminar atau
penyuluhan secaraterus menerus bagi pemilik toko online secara merata.
Sosidlisas dan penyuluhan kepada pemilik toko online tentang pentingnya
kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam melakukan kegiatan
usaha atau bisnis offline maupun online , sehingga setiap pemilik toko online
bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendaftarkan diri guna
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pgjak. Pemerintah juga dapat bekerja sama
dengan pihak market place untuk mengatur bahwa masyarakat yang ingin

membuka dan mendirikan toko online dalam market place harus mengunggah
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Nomor Pokok Wajib Pagjak (NPWP) guna mendapatkan verifikas dari pihak

market place.

. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan, serta seminar untuk

masyarakat yang ingin membukatoko online mengenai pembayaran pajak yang

baik dan benar.

. Pihak pemerintah terutama petugas pajak harus terus melakukan sosialisas

perihal peraturan perpajakan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pagjak
terutama mengenai sistem online dikarenakan banyak wajib pajak yang merasa

kesulitan dengan sistem online.
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